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BAB VI 

SARAN 

 

6.1. Saran 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja 

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Kalibokor adalah 

sebagai berikut:  

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya meningkatkan 

kualitas pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi 

(KIE) agar pasien lebih mengerti cara penggunaan obat dan 

alat kesehatan yang diperoleh dengan benar sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan 

sehingga mampu memberikan efek terapi yang optimal.  

2. Meningkatkan penggunaan kartu Patient Medication 

Record (PMR), Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan 

Monitoring Efek Samping Obat (MESO) sebagai salah satu 

wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan 

peran apoteker di masyarakat.  
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